
 

 

             

            

      

WALIKOTA PANGKALPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG 

NOMOR 1 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 

KOTA PANGKALPINANG NOMOR 1 TAHUN 2009 

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

    WALIKOTA PANGKALPINANG, 
 

 
   Menimbang  :     a.  bahwa untuk mendukung Pemerintah dalam hal 

pembatalan Peraturan Daerah yang terkait dengan 

Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah  dan 
Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi 

dan Perizinan Investasi, serta menindaklanjuti 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 188.34-6032 Tahun 2016 tentang Pembatalan 
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, karena 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi dan kepentingan umum sehingga 

Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut; 
 

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pencabutan  

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 
 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 

1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat 



Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1821); 
 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2043); 

 
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2000 
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

5. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor  5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
 

 



 
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang 
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1967); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 

Pengelolaaan Rumah Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 

Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak pakai 
atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3643); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam 

Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4023); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan 

Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4073); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
 
 



18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136),  

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5655); 

 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 

2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah 
Yang Dipisahkan; 

 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 

2007; 
 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang  Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

 
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 

Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan 
Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan 

Penetapan Status Rumah Negeri;  
 

23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran 

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18); 
 

24. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur  Pelaksana Teknis 

Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah 
Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56); 

 
 

 Dengan Persetujuan Bersama 
 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PANGKALPINANG 

 dan 

 WALIKOTA PANGKALPINANG 

 

 MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan   :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 1 

TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK 
DAERAH. 

 
 

 
 



         Pasal I 
 

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 1, SERI E), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 
Pangkalpinang. 

 
 

 
 Ditetapkan di Pangkalpinang 
 pada tanggal 31 Januari 2017 

 
  Plt. WALIKOTA PANGKALPINANG, 

  
 

    dto 
 
    

                                                  MUHAMMAD SOPIAN 
 

 
 

Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 31 Januari 2017 
 

SEKRETARIS  DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG, 

 
              dto 

 
 
RADMIDA DAWAM 

 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2017 NOMOR 1 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( 1.1/2017) 


